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Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hapizah binti Tamrin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanggo Rajo,
Desa Dusun Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten
Tebo, sebagai Penggugat;

melawan

Roni bin Agustami, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa Rio Sirih Sekapur,
Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 08 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0316/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal
08 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat
yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal 10 April 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/08/1V/2013, tertanggal 11 April
2013;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus
Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah,
mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana
dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa
Dusun Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya
berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama Fajarina (pr) lahir 29 Januari 2014;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis,namun sejak 6 (enam) bulan setelah menikah kerukunan tersebut
tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang
disebabkan:

a. Tergugat sering marah dan bersifat egois;

b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat
dikarenakan Tergugat malas bekerja;

c. Tergugat sering membantah kata-kata orang tua Penggugat;

d. Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada umur anak 2 minggu, Tergugat pulang ke rumah
kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai
sekarang tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi, sejak saat
itulah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai
sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak kurang dapat
menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun
tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi

dengan baik di masa-masa yang akan datang.
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Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan d
selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama
Cqg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berker
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut
berdasarkan berita acara relaas pemanggilan Nomor: 0316/Pdt.G/2016/PA.Mto.
tanggal 01 Desember 2016 dan tanggal 04 Januari 2017 dan ketidakhadiran
Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan
pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/08/1V/2013 tanggal 11 April 2013
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay,
Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor:
474.4/558/KD-TS/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay,
tanggal 20 Septembert 2016, yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan
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ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf

kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas,
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;
1. Tamrin bin Biran, tempat lahir di Tuo Sumay, tanggal 22 April 1963,

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 005, Desa

Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah
kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan
sedangkan Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Kayu Putih, kemudian pindah
ke rumah sendiri di alamat yang sama, dan terakhir bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak,
sekarang bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mendengar
cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa
memberitahu kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan

jelas dan pasti;
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- Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mencari Tergugat,
tidak berhasil;

2. Imron bin Hasanusi, tempat lahir di Gelombang, tanggal 10

agama Islam, pekerjaan Petani, status kawin, bertempat tinggal di

Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai
tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan
sedangkan Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Kayu Putih, kemudian pindah
ke rumah sendiri di alamat yang sama, dan terakhir bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak,
sekarang bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mendengar
cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa
memberitahu kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan
jelas dan pasti;

- Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;
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Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatak
mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakar
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut ternyata tidak dating menghadap di muka sidang dan tidak pula
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor
0316/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 01 Desember 2016 dan tanggal 04 Januari
2017, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah
sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak
datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai
dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan
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pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil, i %’J \O M

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud\g;ergt}iranl
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilal
karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah
karena antara Penggugat dan Tergugat sering teradi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dengan keuangan yang di
dapat dari hasil kerja Tergugat, Tergugat sering main perempuan lain, Tergugat
sekarang sudah menikah sirri dengan wanita lain,

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah
orang tua Tergugat

Dan sejak tanggal 25 Oktober 2016, Tergugat pergi dari rumah
kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga
telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut
ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut

Pengadilan Agama Muara Tebo;
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Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kar
Penduduk atas nama Pengguat yang telah dicocokkan dengan aslir
telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu per
dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tif
Pengguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memnuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang
dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat
tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sehingga telah berpisah selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat sering bertengkar, sehingga telah berpisah selama 4 (empat) tahun
6 (enam) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal
309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan sa
terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 11 LAW-
1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan s I‘}‘\cl) isteri

yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ruku
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus,
akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai
dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam)
bulan;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan
Pasti;

5. Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah ada kabar berita dari
Tergugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta
hukum sebagai berikut:

1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai
dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam)
bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan
Pasti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi
pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Figh

Sunnah, Juz Il, halaman 248:
t iJjiLft <tEjI t J xaldl jtS jt t \V Jjitd

t AU JL» V 4j| Quijj
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Artinya: Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat s
mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang)
nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka he
menceraikannya."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakii
bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis yang terlihat dari fakta pisahnya ke
dua belah pihak sejak tahun 2013 yang lalu dan hingga sekarang 2 (dua) tahun
6 (enam) bulan, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak
mempedulikan Penggugat dari segi lahir dan bathin. Dalam hal ini terbukti
Tergugat telah melanggar shigat ta’lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang
diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian
menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh
talak Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa syarat ta’lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan
perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Peraturan
Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat
dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditanfizkannya ta’lik thalak Tergugat,
Penggugat telah membayar uang iwaadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
sehingga jatuhlah thalak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan
dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;
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Urs [y
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (Roni bin Agustami ) terhadap
Penggugat (Hapizah binti Tamrin) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sumay, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumah Rp. 691.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.
Ernawati, S. H., sebagai Ketua Majelis, dan Asrori Amin, S.H.l., M.HI dan
Rusydi Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dibantu oleh Nur Amri, S. H., sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanoa hadirnya Tergugat.

Dra. Hj. Ernawati, S. H
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Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.l., M.HI

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 460.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 551.000,-
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